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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN 

SENGAJA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK 

YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN  

(Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) 

 

OLEH: 

CINDY NATALIA SIHOMBING 

NPM : 19.840.0207 

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

 

Masalah pertanggungjawaban pidana belum menunjukkan adanya kesamaan pola 

dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. 

Dampak negatif perbuatan tindak pidana yaitu penyebaran informasi/dokumen 

elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan mengandung unsur 

pornografi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan 

hukum yang mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja tanpa hak 

mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, 

bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 

42/Pid.Sus/PN Mdn terhadap tindak pidana dengan sengaja tanpa hak 

mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. 

Metodologi yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif analitis. 

Kesimpulan penelitian ini adalah aturan hukum yang digunakan KUHPidana, Un-

dang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 

42/Pid.Sus/2021/PN Mdn adalah dilakukan penerapan pidana, melanggar Pasal 27 

ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 KUHPidana. Hakim 

menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, 

subsider 3 bulan penjara dan meineitapkan masa peinangkapan dan pe inahanan yang 

teilah dijalani teirdakwa dikurangkan seiluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Mendistribusikan, Dokumen El-

ektronik, Kesusilaan 
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ABSTRACT 

 

THE CRIMINAL LIABILITY OF CRIMINAL ACTS PERPETRATORS IN-

TENTIONALLY WITHOUT THE DISTRIBUTION RIGHTS ON ELEC-

TRONIC DOCUMENTS CONTAINING VIOLATION OF DECENCY 

(Study of Decision Number: 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) 

 

BY: 

CINDY NATALIA SIHOMBING 

REG. NUMBER: 19.840.0207 

CRIMINAL LAW DEPARTMENT 

 

The issue of criminal liability does not yet show a similar pattern in determining 

the error and responsibility of criminal acts perpetrators. The negative impact of 

criminal acts is the information/electronic documents dissemination that violate 

decency and contain pornographic elements. The formulation of the problem in 

this research was how the legal rules regulate criminal acts intentionally without 

the right to distribute electronic documents containing violations of decency and 

what the criminal liability for perpetrators was in Decision Number 

42/Pid.Sus/PN Mdn regarding criminal acts intentionally without the right to 

distribute electronic documents containing violations of decency. The 

methodology used was normative with analytical descriptive. The conclusion was 

the legal rules used were the Criminal Code, the Pornography Law, and the 

Information and Electronic Transactions Law, criminal liability in Decision 

Number 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn was conducting the punishment application, 

violating Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of 

the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Information and 

Electronic Transactions in conjunction with Article 56 of the Criminal Code. The 

judge sentenced the perpetrators to 2 years and a fine of IDR 1,000,000,000, 

subsidiary to 3 months in prison, and stipulated that the period of arrest and 

detention the defendant had served was deducted entirely from the sentence 

imposed. 

 

 

Keywords: Criminal Liability, Distributing, Electronic Documents, Decency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tindak pidana terkait 

dengan pemberian delegasi kewenangan merupakan suatu masalah yang menarik 

untuk dikaji dalam hubungannya dengan persoalan keadilan. Kenyataan dalam 

praktik peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam 

menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. 

Persoalan ini menjadi menarik karena terkadang orang yang memberikan delegasi 

kewenangan tidak dibebani pertanggungjawaban pidana yang timbul dari 

pendelegasian wewenang tersebut. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti 

hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan proses penyelengaraan pemerintahan, 

hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola 

sendiri, sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelengarakan 

pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang 

pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum 

pemerintahan.
1
  

 Keberadaan peradilan yang memiliki wewenang dan kekuasaan bertujuan 

untuk menyelesaikan persoalan yang timbul antar masyarakat. Dalam peradilan 

pun menimbulkan permasalahan yuridiksi atau kewenangan mengadili. Tinjauan 

utama membahas yuridiksi atau kewenangan mengadili, adalah untuk memberi 

penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang 

                                                           
 1Rizkan Zulyadi, Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum, (Medan: Enam Media, 

2020). Hal. 108. 
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mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyam-

paiannya kepada peradilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, 

mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju, 

tidak berwenang mengadilinya. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan be-

rada diluar yuridiksi pengadilan tersebut.
2
 

 Permasalahan yang terjadi pada dunia modern sekarang ini berbagai 

ragam, beberapa kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh 

penguasa yang merugikan hak tertentu dan sebagainya. Dalam dunia modern saat 

ini, tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan 

teknologi canggih/maju (hightech atau advanced technology), khususnya dibidang 

informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet).  

 Masyarakat Indonesia termasuk sepuluh besar negara pengguna situs jejar-

ing sosial baik facebook maupun twitter. Berdasarkan data per Januari 2023 Indo-

nesia merupakan negara pengguna facebook ke-3 terbesar di dunia, yaitu 119,9 

juta pengguna dari 314,6 juta pengguna di dunia.
3
 Sedangkan pengguna twitter 

per Januari 2023 adalah ke-5 terbesar di dunia yaitu dengan 24 juta pengguna dari 

95,4 juta pengguna di dunia.
4
 Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun 

tidak. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih ini membawa dampak positif 

diberbagai bidang kehidupan. 

                                                           
 2Muazzul, Utary M.B, dkk, Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai 

Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimanya Gugatan, (Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret 

2020). Hal. 42. 

 3https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-facebook-indonesia-terbesar-ketiga-

dunia-pada-awal-2023, (diakses pada 24 Mei 2023, Pukul 09.58 WIB). 

 4https://dataindonesia.id/internet/detail/indonesia-masuk-negara-paling-banyak-main-

twitter-pada-awal-2023, (diakses pada 24 Mei 2023, Pukul 10.02 WIB). 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Natalia Sihombing - Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana...

https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-facebook-indonesia-terbesar-ketiga-dunia-pada-awal-2023
https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-facebook-indonesia-terbesar-ketiga-dunia-pada-awal-2023
https://dataindonesia.id/internet/detail/indonesia-masuk-negara-paling-banyak-main-twitter-pada-awal-2023
https://dataindonesia.id/internet/detail/indonesia-masuk-negara-paling-banyak-main-twitter-pada-awal-2023


3 
 

 Teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah perilaku 

masyarakat dan peradaban manusia secara global. Penggunaan media sosial san-

gat mudah dan cepat, sehingga dalam menyampaikan sebuah informasi baik itu 

benar atau tidak sebuah berita/informasi tersebut yang sukar dipastikan, jika in-

formasi tidaklah benar maka tentunya ada konsekuensi hukumnya. Kejahatan ter-

sebut disebut juga dengan cyber crime, yaitu aktivitas kejahatan dengan komputer 

atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.
5
 

Cybercrime dilakukan tanpa mengenal batas ruang sehingga bisa lintas batas 

negara. Oleh karena itu, cybercrime termasuk dalam jenis kejahatan Internasion-

al.
6
 Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia 

menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara 

signifikan berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang 

bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan 

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif 

perbuatan melawan hukum.
7
 Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum 

(onrechmetige daad) adalah perbuatan atau kelalaian, atau bertentangan dengan 

hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau 

bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik dengan kehidupan orang atau benda 

lain.
8
  

                                                           
 5Ridho Mubarak & Wessy Trisna, Analisis Yuridis terhadap Korban Penyebaran Berita 

Bohong (Hoax) di Media Sosial, (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 8 No. 1, Juni 2021). 

Hal.68. 

 6Nyoman Juwita Arsawati, Made Wirya, dkk, A Criminological Outlook of Cyber Crimes 

in Sexual Violence Against Children in Indonesian Laws, (International Journal: Criminology and 

Sociology, Vol. 10, 2021). Hal. 219. 
7Ahmad M Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung,: 

Refika Aditama, 2004). Hal. 1. 

 8Riswan Munthe, Sri Hidayani & Rizkan Zulyadi, The Process of Restitution for Children 

and Women as Victims of Human Trafficking Crime, (International Journal: Scholars International 

Journal of Law, Crime and Justice, Vol. 2 No. 5, Mei 2019). Hal. 169.  
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 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa 

dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang 

masalah perbuatan (tindak pidana). Padahal dalam kehidupan banyak manfaat 

yang kita dapat dari perkembangan teknologi, namun disamping perkembangan 

tersebut jika tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat 

tentang hukum, maka akan muncul tindak kriminal di masyarakat yang 

menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku 

tindak pidana dalam ranah perkembangan teknologi saat ini. Yang salah satu 

dampak negatif dari kemajuan teknologi dimana penyebarannya sangat pesat 

disebabkan oleh penggunaan media elektronik adalah penyebaran 

informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 

dan mengandung unsur pornografi. Masalah pornografi tidak hanya menjadi 

masalah di Indonesia yang notabene merupakan negara yang memegang adat 

ketimuran dengan banyak nilai sosial yang secara tegas menolak keberadaan 

pornografi, baik dari segi hukum maupun norma sosial. Bahkan di negara-negara 

yang lebih liberal, pornografi tetap menjadi salah satu hal yang dianggap sebagai 

salah satu penyakit sosial dan berdampak buruk, terutama ketika pornografi 

disebarkan melalui media internet.
9
 

Keitika beirbicara teintang peilaku tindak pidana, maka seiseiorang yang 

meinjadi peilaku tindak pidana akan meimpeirtanggungjawabkan peirbuatannya yang 

apabila peirbuatan teirseibut teilah meimeinuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. 

Namun teirdapat juga dasar peinghapusan pidana kareina tidak dapat beirtanggung 

jawab dalam hal-hal teirteintu dikareinakan jiwa cacat dalam tubuhnya atau 

                                                           
 9Hanny Hafiar, Syauqy Lukman, dkk, Anticipating the Impact of Pornography Throught 

Dissemenation of Negative Content, (International Journal: Ilmu Komunikasi, Vol. 16 No. 2, 

Desember 2019). Hal. 260. 
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gangguan peinyakit, teilah diatur dalam Pasal 44 KUHPidana. Tidak mampu 

beirtanggungjawab meinurut Pasal 44 KUHPidana ini, teilah banyak disinggung 

dalam bab yang meinguraikan keisalahan. Alasan peinghapusan pidana kare ina jiwa 

yang cacat tubuhnya atau gangguan peinyakit, meimpunyai sifat peirseiorangan 

dimana peirbuatan itu seindiri teitap dipandang beirsifat meilawan hukum, akan teitapi 

beirhubungan keiadaan si peimbuat disitu keisalahan tidak ada padanya dan kareina 

itu pula keipadanya tidak dipidana. 

Tindak pidana meirupakan peirbuatan meilakukan atau tidak meilakukan 

seisuatu yang meimiliki unsur keisalahan seibagai peirbuatan yang dilarang dan 

diancam deingan pidana, dimana dalam peinjatuhan pidana teirhadap peilaku untuk 

dapat teirpeiliharanya keiteirtiban hukum dan meinjamin keipeintingan umum. Tindak 

pidana meimpunyai 2 (dua) unsur dan sifat yang saling beirkaitan yakni: 

a. Subyeiktif, yakni yang beirhubungan deingan diri si peilaku dan teirmasuk 

keidalamnya yaitu seigala seisuatu yang teirkandung dihatinya. 

b. Obyeiktif, meirupakan unsur-unsur yang meileikat pada diri si peilaku atau 

yang ada hubungannya deingan keiadaan-keiadaannya, yaitu dalam keiadaan-

keiadaan mana tindakan-tindakan dari si peilaku itu harus dilakukan. 

 Seicara umum tindak pidana keisusilaan diartikan seibagai tindak yang 

beirkaitan deingan ke isusilaan atau e itika.
10

 Batasan-batasan keisusilaan sangat 

teirgantung pada nilai-nilai yang beirkeimbang di masyarakat, se ihingga sulit untuk 

meineintukan apa yang me injadi batasan teirseibut. Peirtama kareina Undang-Undang 

itu se indiri paling tidak teirleitak pada se imua nilai ke isusilaan, jadi pada dasarnya 

                                                           
 10 Ayya Sofia Istifarrah, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten 

Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik, (JurnalJurist-Diction, Vol. 3 No. 4, Juni 

2020). Hal. 1498. 
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seitiap deilik atau pe irbuatan pidana adalah de ilik ke isusilaan.
11

 Tindak pidana 

keisusilaan dapat digolongkan seibagai tindak pidana yang beirsifat kultural, artinya 

tindak pidana keisusilaan sangat eirat kaitannya deingan nilai-nilai budaya lokal. 

Bahwa seibeinarnya dirusak atau dilanggar oleih tindak pidana ini te irmasuk apa 

yang dirasakan dan dikateigorikan seibagai keisusilaan oleih masyarakat itu seindiri. 

Tindakan asusila juga meirupakan peirbuatan kriminalitas baik yang di lakukan 

seicara seingaja maupun tidak di seingaja. 

 Fokus dalam peimbahasan ini pada tindak pidana yang meilanggar 

keisusilaan, pada Pasal 282 KUHPidana. Keiteintuan pidana yang meilanggar 

keisusilaan dideipan umum yang teirmasuk peirbuatan meinye ibarluaskan, 

meimpeirtunjukan seicara teirbuka suatu tulisan, gambar atau beinda yang 

meinyinggung keisusilaan. Ke iteintuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) 

KUHPidana meilarang dilakukannya tiga je inis tindak pidana, yaitu: 

a. Meinyeibarluaskan, meimpeirtunjukkan atau meineimpeilkan seicara teirbuka 

suatu tulisan yang dikeitahui isinya, suatu gambar atau beinda yang sifatnya 

meilanggar keisusilaan. 

b. Meimbuat, meimasukan, meigeiluarkan atau meimpunyai dalam peiseidiaan 

suatu tulisan yang dikeitahui isinya, suatu gambar atau beinda yang sifatnya 

meilanggar keisusilaan. 

c. Tanpa diminta meinawarkan atau meinyatakan seibagai dapat dipeiroleih sua-

tu tulisan yang teilah dikeitahui isinya, suatu gambar atau beinda yang si-

fatnya meilanggar keisusilaan, baik itu dilakukan seicara teirbuka maupun 

dilakukan deingan cara meinyeibarluaskan suatu tulisan. 

                                                           
 11Edy Sukendy, Bayu, dkk, Cyber Criminal Policy In The Perspective Of Decency, (In-

ternational Journal: International Asia Of Law and Money Laundering, Vol. 1 No. 1, Maret 2022). 

Hal. 5. 
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 Saat ini meidia eileiktronik dapat meinjadi sarana teirjadinya keijahatan pada 

deilik keisusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHPidana. Salah 

satunya dalam Pasal 282 KUHPidana, unsur-unsur yang diatur meiliputi larangan 

teintang peindistribusian atau peinyeibaran kontein beirupa gambar, tulisan atau beinda 

yang beirmuatan asusila dimuka umum. Seilain diatur dalam KUHPidana, tindak 

pidana keisusilaan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

Teintang Pornografi Leimbaran Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 2008 Nomor 

181, Tambahan Leimbaran Neigara Reipublik Indoneisia Nomor 4928 atau 

seilanjutnya dise ibut UU Pornografi. Peingaturannya pun juga ikut dipeirluas pada 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Teintang Peirubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Leimbaran Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 2016 Nomor 

251, Tambahan Leimbaran Neigara Reipublik Indoneisia Nomor 5952 Teintang 

Informasi dan Transaksi Eileiktronik atau seilanjutnya diseibut UU ITEi. Meingingat 

saat ini peinggunaan meidia eileiktronik banyak digunakan dalam tindak pidana 

teirseibut seibagai salah satu sarana utama peinye ibarannya. Adanya keiteintuan pidana 

dalam bidang ini beirfungsi untuk meilindungi keipeintingan hukum masyarakat dan 

neigara. Aturan teirseibut teirdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITEi, aturan pasal 

teirseibut meimuat unsur peirbuatan yang dilarang antara lain; meindistribusikan, 

meintransmisikan, dan meimbuat dapat diakseisnya Informasi Eileiktronik atau 

Dokumein Eileiktronik yang didalamnya beirmuatan meilanggar keisusilaaan.
12

 

 Adanya objeik yang diatur yakni “Dokumein Eileiktronik” yang teirdapat 

dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik. 

Peinjeilasan meingeinai objeik teirseibut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Infor-

                                                           
 12Ayya Sofia Istifarrah, Pertanggungjawaban Pidana …, Op.Cit.. Hal. 1499. 
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masi dan Transaksi Eileiktronik. Pasal 1 ayat (4) meingatur bahwa yang teirmasuk 

dalam Dokumein Eileiktronik meirupakan informasi eileiktronik yang dibuat, 

diteiruskan, dikirim, disimpan atau diteirima dalam beirbagai beintuk seipeirti analog, 

digital dan eileiktromagneitik atau jeinis lain.  

 Unsur teirakhir adanya objeik atau frasa “yang meimiliki muatan yang 

meilanggar keisusilaan” yang meileikat dalam objeik tindak pidana yang diatur dalam 

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eleiktronik. Pada 

keiadaan ini peirbuatan-peirbuatan yang dilarang teirdapat sifat meilawan hukumnya. 

Namun tidak mudah untuk meineitapkan batasan meingeinai peilanggaran norma 

keisusilaan kareina tindak pidana keisusilaan itu seindiri meimpunyai peingeirtian dan 

cakupan yang cukup luas. Seihingga akan me injadi peirsoalan jika ingin 

meimbuktikan unsur teirseibut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Eileiktronik. Maka seicara normatif, makna keisusilaan dapat meirujuk 

pada peinjeilasan yang teirdapat pada KUHPidana seibagai sumbeir hukum pidana 

seibagai leix geineiralis. Namun dalam prakteiknya, peineirapan pasal yang teirdapat 

unsur meilawan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileik-

tronik seiringkali timbul peirmasalahan. 

 Teirdapat peirmasalahan dalam pe imaknaan “muatan meilanggar keisusilaan” 

kareina di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik teirseibut 

tidak dijeilaskan seicara je ilas se irta tidak dibahas leibih rinci batasan-batasan yang 

teirmasuk dalam keisusilaan, seihingga timbul pe inafsiran yang beirbeida-beida dalam 

meimaknai keisusilaan itu seindiri. Maka meingeinai arti ”meilanggar keisusilaan” 

diseirahkan keipada hakim untuk dapat meinafsirkan seisuai deingan keiadaan 

seiteimpat dan peirkeimbangan zaman, beigitu pula meinurut keisimpulan komisi di 
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Neideirland yang meingeimukakan agar hakim dapat meingarahkan peirhatiannya 

keipada peirkeimbangan masyarakat dan dapat meingikuti tujuan kultural dan 

eidukatif. 

Tindakan meilanggar hukum peinyeibaran informasi e ileiktronik yang 

beirmuatan meilanggar keisusilaan dan meingandung pornografi, baik peilaku 

ataupun korban sama-sama meimiliki peirtanggungjawaban pidananya masing-

masing, hanya saja dalam kaitannya yang meimbeidakan adalah se ikstorsi yang 

dilakukan salah satu pihak yang beirkaitan deingan peinyeibarluasan dokumein 

eileiktronik. Dalam pe ingeirtiannya se ikstorsi meirupakan peimeirasan deingan 

meimanfaatkan kontein foto atau videio asusila seiseiorang yang beirmuatan 

pornografi, yang dilakukan baik seicara peireitasan (hack) ataupun dilakukan atas 

seipeingeitahuan korban yang meimang bukan untuk diseibarluaskan.
13

 

Keisalahan dan pe irtanggungjawaban pidana meinyisakan beirbagai 

peirsoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan te ioritis 

teitapi leibih jauh lagi dalam praktik hukum.
14

 Meilihat konseip peirtanggungjawaban 

pidana yakni beirkaitan deingan meikanismei yang meineintukan dapat dipidananya si 

peilaku, hal teirseibut sangat beirpeingaruh bagi hakim.  

Meimpeirtanggungjawabkan seiseiorang dalam hukum pidana bukan hanya 

beirarti sah meinjatuhkan pidana teirhadap si pe ilaku, te itapi juga se ipeinuhnya dapat 

diyakini bahwa meimang pada teimpatnya meiminta peirtanggungjawaban atas 

                                                           
13Yustika Mahasaraswati, PertanggungJawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi 

Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia, (Jurnal Yus-

thima: Prodi Magister Hukum Fh Unmas Denpasar, Vol. 01 No. 01, September 2021). Hal. 25-26. 

 14 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan 

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 1. 
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tindak pidana yang teilah dilakukannya.
15

 Hakim dalam peirtimbangannya juga 

harus meimpeirhatikan keiseiluruhan aspeik teirseibut, baik yang dirumuskan seicara 

positif ataupun neigatif. 

Peirubahan pola atau modus keijahatan meilalui meidia eileiktronik 

meilahirkan Undang-Undang baru yang dianggap cukup mampu meingisi 

keiseinjangan hukum yang ada deingan keijahatan yang tumbuh beirkeimbang 

meinggunakan teiknologi yang meingatur meingeinai keijahatan keisusilaan yaitu 

Undang-Undang Teintang Informasi dan Transaksi Eileiktronik diatur dalam Pasal 

27 ayat (1) Undang-Undang teintang Informasi dan Transaksi Eileiktronik yang 

dinyatakan tindak pidana keijahatan keisusilaan meilalui meidia eileiktronik adalah: 

 “Seitiap Orang deingan seingaja dan tanpa hak meindistribusikan dan/atau 

meintransmisikan dan/atau meimbuat dapat diakseisnya Informasi 

Eileiktronik dan/atau Dokumein Eileiktronik yang meimiliki muatan yang 

meilanggar keisusilaan”.
16

 

Keimudian meingeinai sanksi pasal teirseibut diatur seicara te irpisah yaitu pada Pasal 

45 ayat (1) yang meinyatakan bahwa:  

 “Seitiap Orang yang deingan seingaja dan tanpa hak meindistribusikan 

dan/atau meintransmisikan dan/atau meimbuat dapat diakse isnya Informasi 

Eileiktronik dan/atau Dokumein Eileiktronik yang meimiliki muatan yang 

meilanggar keisusilaan seibagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

dipidana deingan pidana peinjara paling lama 6 (einam) tahun dan/atau 

deinda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

                                                           
 15 Ayya Sofia Istifarrah, Pertanggungjawaban Pidana …, 2020, Op. Cit. Hal. 1500.  

 16 Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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Pada Pasal 27 ayat (1) dan meingeinai sanksi yang diatur seicara teirpisah 

pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang teilah diu-

raikan diatas meirupakan pe irubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 

teintang Informasi dan Transaksi Eileiktronik. Maka beirdasarkan peineirapan aturan 

diatas, peingkajian diarahkan untuk meindalami bagaimana teiori peimisahan tindak 

pidana dan peirtanggungjawaban pidana seiharusnya diteirapkan dalam 

"meimpeirtanggungjawabkan" dan "meingeinakan pidana" teirhadap peilaku tindak 

pidana. Meingingat masalah ke isalahan dan peirtanggungjawaban pidana seilalu 

dikaitkan deingan praktik peiradilan maka peirlu peingkajian teirhadap hal-hal yang 

beirsifat acara tidak dapat dileipaskan, bahkan dapat meinjadi jawaban atas beirbagai 

hal. Deingan kata lain, peirlu peingkajian untuk meineimukan pola peineintuan 

keisalahan dan peirtanggungjawaban peilaku tindak pidana agar dapat meinjawab 

peirmasalahan dalam peingkajian yang kompre iheinsif teintang keisalahan dan 

peirtanggungjawaban pidana.  

Peingkajian meingeinai peirtanggungjawaban pidanajuga dapat dilihat dari 

cara peineigakan hukum pidana yang dikeinal deingan sisteim peineigakan hukum atau 

criminal law einforceimeint yang mana bagiannya adalah keibijakan peinanggulangan 

keijahatan (criminal policy), dimana dalam pe inanggulangannya dibutuhkan dua 

sarana yakni meinggunakan keibijakan peinal atau sanksi pidana, dan meinggunakan 

sarana keibijakan non peinal yaitu peineigakan hukum tanpa meinggunakan sanksi 

pidana.  Ke ibijakan non pe inal meimpunyai sasaran agar orang taat keipada hukum. 

Keitaatan masyarakat teirhadap hukum diseibabkan tiga hal, yakni takut beirbuat 

dosa, takut kareina keikuasaan dari pihak peinguasa beirkaitan deingan sifat hukum 

yang beirsifat impeiratif, dan takut kareina malu beirbuat jahat. Peineigakan hukum 
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deingan sarana non peinal meimpunyai sasaran dan tujuan untuk keipeintingan inteir-

nalisasi. Seilanjutnya pe irmasalahan seintral dalam keibijakan peinal adalah peineintu-

an peirbuatan apa yang seiharusnya dijadikan tindak pidana (yaitu meilalui keibi-

jakan kriminalisasi), dan sanksi apa yang seibaiknya dijatuhkan keipada si peilang-

gar (yaitu meilalui keibijakan peinalisasi).
17

 

Tinjauan bukan hanya dilakukan teirhadap hukum pidana mateiriil saja 

teitapi juga hukum pidana formil seirta sangat peirlu dipeirhatikan bagaimana 

peimbeintuk Undang-Undang teirseibut meingonstruksikan peirbuatan yang dilarang. 

Ini meirupakan hal yang peinting untuk dipeirhatikan kareina apabila aparat peineigak 

hukum salah dalam meineirapkan hukum maka hal teirseibut akan meinceideirai rasa 

keiadilan yang ada di masyarakat. 

Peineirapan peiraturan hukum ole ih aparat pe ineigak hukum khususnya dalam 

peirtimbangan hakim meingeinai peineirapan aturan ini meirupakan salah satu aspeik 

teirpeinting dalam meineintukan nilai dari suatu putusan hakim yang meingandung 

keiadilan (eix aeiquo eit bono) dan meingandung keipastian hukum, seirta meingandung 

manfaat bagi pihak-pihak yang beirsangkutan seihingga peirtimbangan hakim  harus 

disikapi deingan teiliti, baik, dan ceirmat.
18

 

 Salah satu kasus yang meinyangkut keijahatan keisusilaan meilalui meidia 

eileiktronik (cybeirseix) adalah kasus yang teirjadi di Kota Meidan seisuai pada (Studi 

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) dinyatakan teirbukti seicara sah dan 

meiyakinkan beirsalah meilakukan tindak pidana “Deingan seingaja dan tanpa hak 

                                                           
 17Regen Manik, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi, Pertanggungjawaban Tindak Pidana 

Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Mardingding, (Jurnal Ilmiah: Journal of Educa-

tion, Humaniora and Social Sciences, Vol. 5 No. 1, Agustus 2022). Hal. 497. 
18Andre Dony Aldorino Lumbantoruan, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 

Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik, (Jurnal Ilmiah, 2022). 

Hal. 33-34. 
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meindistribusikan dan/atau meintransmisikan dan/atau meimbuat dapat diakseisnya 

Informasi Eileiktronik dan/atau Dokumein Eileiktronik yang meimiliki muatan yang 

meilanggar keisusilaan”. Maka dari itu Pe inulis teirtarik meimbahas leibih lanjut 

meingeinai peineirapan ke iteintuan hukum teirkait tindak pidana meindistribusikan 

dokumein eileiktronik yang beirmuatan meilanggar keisusilaan. Hal te irseibut 

dipandang peirlu untuk dikaji agar pe inulis meindapatkan peimahaman 

danpeingeitahuan di bidang me indistribusikan dokume in eileiktronik beirmuatan 

meilanggar keisusilaan yang ke imudian nantinya dapat me imbeirikan eidukasi hukum 

teirkait peilaku meindistribusikan dokumein eileiktronik yang beirmuatan meilanggar 

keisusilaan. Maka se ilanjutnya pe inulis akan meineiliti, meinganalisa dan meimbahas 

peineilitian ini deingan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak 

Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik 

YangBermuatan Melanggar Kesusilaan” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beirdasarkan latar be ilakang diatas, maka dapat ditarik beibeirapa rumusan 

masalah yang teirdapat dalam peineilitian ini adalah seibagai beirikut: 

1. Bagaimana aturan hukum yang meingatur teintang tindak pidana deingan 

seingaja tanpa hak meindistribusikan dokumein eileiktronik yang beirmuatan 

meilanggar keisusilaan?  

2. Bagaimana peirtanggungjawaban pidana teirhadap peilaku dalam Putusan 

(Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) teirhadap tindak pidana pidana deingan 

seingaja tanpa hak meindistribusikan dokumein eileiktronik yang beirmuatan 

meilanggar keisusilaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan peirumusan masalah diatas, maka pe inulis dalam peineilitian ini 

meimiliki tujuan yang heindak dicapai, antara lain seibagai beirikut: 

1. Meingeitahui dan meimahami aturan hukum yang meingatur teintang tindak 

pidana deingan seingaja tanpa hak meindistribusikan dokumein eileiktronik 

yang beirmuatan meilanggar keisusilaan. 

2. Meingeitahui dan meimahami peirtanggungjawaban pidana teirhadap peilaku 

dalam Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) teirhadap tindak pidana 

pidana deingan seingaja tanpa hak meindistribusikan dokumein eileiktronik 

yang beirmuatan meilanggar keisusilaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Meilalui peineilitian yang meinjadi tugas akhir peinulis, maka manfaat yang 

dapat dipeiroleih dalam pe ineilitian ini seibagai beirikut: 

1. Manfaat Teioritis 

Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan manfaat bagi dunia 

peindidikan khususnya teintang Peirtanggungjawaban Pidana Peilaku Tindak 

Pidana Deingan Seingaja Tanpa Hak Meindistribusikan Dokumein 

Eileiktronik Yang Beirmuatan Meilanggar Keisusilaan seirta meinjadi bahan 

reifreinsi di peirpustakaan dalam meimbeirikan kontribusi peinyeileisaian karya 

tulis ilmiah. 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Natalia Sihombing - Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana...



15 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Seibagai bahan masukan bagi pihak Unive irsitas Me idan Areia teirutama 

peirpustakaan peingeilola reipository dalam rangka eivaluasi peingeilolaan 

reipository yang ada. 

b. Diharapkan peineilitian ini dapat beirmanfaat seibagai suatu cara 

bagaimana meinganalisis suatu peirmasalahan yang didapat pada waktu 

kuliah deingan meilakukan peineilitian dalam rangka meinye ileisaikan 

peindidikan. 

c. Diharapkan peineilitian ini dapat dijadikan reifreinsi bagi peineiliti yang 

akan meingangkat teima ataupun judul yang beirkaitan deingan Peilaku 

Meindistribusikan Dokumein Eileiktronik Yang Beirmuatan Meilanggar 

Keisusilaannamun deingan sudut pandang yang beirbeida. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

 Adapun peineilitian ini juga me imiliki kaitan dan me irupakan peingeimbangan 

dari peineilitian-peineilitian yang ada se ibeilumnya, diantaranya adalah se ibagai beiri-

kut: 

1. Skripsi atas nama Sandiliama Sarumaha, Mahasiswi Strata 1, Fakultas 

Hukum Univeirsitas Me idan Areia, 2022, “Peirtanggungjawaban Pidana Te ir-

hadap Peilaku Pe inyeibaran Videio Porno Me ilalui Sosial Me idia Whatsapp 

(Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”.  

Peirumusan masalah yang di bahas: 

a. Peingaturan Hukum Pidana teirhadap Pe inye ibaran Videio Pornografi. 
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b. Peirtanggungjawaban Pidana Teirhadap Pe ilaku Peinyeibaran Videio 

Porno Be irdasarkan Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn. 

2. Skripsi atas nama M. Irza, Mahasiswa Strata 1, Fakultas Hukum Unive irsi-

tas Me idan Are ia, 2021, “Peineirapan Undang-Undang ITEi Teirhadap Tindak 

Pidana Meindistribusikan Informasi E ileiktronik Yang Me ilanggar Ke isusi-

laan (Studi Putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)”. 

Peirumusan masalah yang dibahas: 

a. Peineirapan Hukum Teirhadap Peilaku Tindak Pidana Pe inyeibaran 

Dokumein Eileiktronik Yang Me imuat Ke isusilaan. 

b. Peirtimbangan Hakim Dalam Me injatuhkan Pidana Me inceirminkan 

Nilai Ke iadilan Dalam Putusan. 

3. Skripsi atas nama Diori Sihombing, Mahasiswa Strata 1, Fakultas Hukum 

Univeirsitas HKBP Nommeinsein Kota Me idan, 2022, “Peirtanggungjawaban 

Pidana Peilaku Yang Se ingaja Me indistribusikan Dokumein Eileiktronik Yang 

Meilanggar Ke isusilaan (Studi Putusan Nomor: 390/Pid.Sus./2019/PN 

Amb)”.  

Peirumusan masalah yang dibahas: 

a. Peirtanggungjawaban pidana pe ilaku yang se ingaja meindistribusikan 

dokumein eileiktronik yang meilanggar ke isusilaan (Studi Putusan 

Nomor: 390/Pid.Sus./2019/PN Amb). 

b. Dasar pe irtimbangan hakim dalam me injatuhkan pidana teirhadap 

peilaku tindak pidana yang se ingaja meindistribusikan dikume in eileik-

tronik yang me ilanggar keisusilaan Studi Putusan Nomor: 

390/Pid.Sus./2019/PN Amb). 
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 Beirdasarkan peineilitian teirdahulu ada peirbeidaan antara tiga studi pe ineili-

tian, seipeirti yang ditunjukkan ole ih judul, peirumusan masalah yang di bahas, dan 

pada objeik peineilitian. Ke imudian, agar kre idibilitasnya dapat dipe irtanggungjawab-

kan, maka peineilitian ini dikate igorikan se ibagai peineilitian baru dan dilakukan de-

ingan cara akade imis yang jujur, masuk akal, obyeiktif, te irbuka dan dapat dipe irta-

hankan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana 

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Meingeinai peirtanggungjawaban pidana, dalam istilah asing diseibut juga 

deingan teioreikeinbaardheiid atau criminal reisponsibility yang meinjurus keipada 

peimidanaan peilaku deingan maksud untuk meineintukan apakah seiseiorang 

teirdakwa atau teirsangka dipe irtanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang 

teirjadi atau tidak.
19

 Konse ip peirtanggungjawaban pidana teirdiri dari syarat-syarat 

yang dipeirlukan untuk me injatuhkan pidana teirhadap peilaku pidana. Se imeintara 

itu, beirdasarkan gagasan monodualistik (daad ein dadeir strafreicht), peirtanggung-

jawaban pidana tidak hanya me impeirhatikan keipeintingan umum teitapi juga 

keipeintingan peilaku itu se indiri.
20

 

Peirtanggungjawaban pidana di imple imeintasikan dalam be intuk yang dapat 

dibagi meinjadi tiga ke ilompok yaitu hukuman, pe ircobaan, dan pe iringatan. Pada 

eiseinsi teioritisnya, tanggung jawab pidana adalah je inis tanggung jawab hukum, 

yang meirupakan keiwajiban hukum untuk me imikul tanggung jawab atas ke ijahatan 

yang dilakukan dan dinyatakan dalam pe ineirapan badan ne igara (pe ingadilan) yang 

beirweinang dari hukuman pidana dan tindakan lain yang beirsifat hukum pidana.
21

                                                           
 19 H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Greafika, 2010). Hal. 222. 

 20Dadi Purba, Ediwarman, Madiasa Ablisar, Criminal Liability of Investigators on 

Wrongful Accusations during Investigations, (International Journal: Proceedings of 2nd Interna-

tional Conference on Law, Economic, Govermance, Juni 2021). Hal. 4. 

 21Danilla Kirpichnikov, Albert Pavlyuk, dkk, Criminal Liability of the Artificial Intelli-

gence, (International Journal: E3S Web of Conferences, 2020). Hal. 6. 
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Dalam peirtanggungjawaban pidana, ke isalahan meirupakan unsur fundame intal 

yang mana peimikiran ini sangat e irat kaitannya de ingan asas tiada pidana tanpa 

keisalahan (geieinstraf zondeir schuld).
22

 Deingan deimikian untuk adanya keisalahan 

peimbuat tindak pidana harus me imeinuhi unsur ke imampuan be irtanggungjawab, 

beintuk keisalahan beirupa keiseingajaan atau keialpaan dan tidak adanya unsur 

peimaaf.
23

 

 Dapat dipeirtanggungjawabkan dalam hal ini beirarti meimeinuhi syarat 

untuk dipeirtanggungjawabkan. Meingingat asas tiada peirtanggungjawaban 

pidanatanpa keisalahan maka peimbuat dapat dipeirtanggungjawabkan jika 

meimpunyai keisalahan.
24

 Seilanjutnya mampu beirtanggung jawab adalah syarat 

keisalahan, seihingga bukan meirupakan bagian dari ke isalahan itu se indiri. Oleih 

kareina itu, teirhadap subjeik hukum manusia mampu beirtanggungjawab meirupakan 

unsur peirtanggungjawaban pidana se ikaligus seibagai syarat keisalahan. Di dalam 

KUHPidana teirseibut teirdapat keiteintuan meingeinai keimampuan beirtanggungjawab 

yang diatur dalam Pasal 44 KUHPidana yang beirbunyi: 

 “Barangsiapa meilakukan peirbuatan yang tidak dapat 

dipeirtanggungjawabkan keipadanya kareina jiwanya cacat dalam 

peirtumbuhan atau teirganggu kareina peinyakit, tidak dipidana.”
25

 

 Penjelasannya secara singkat, yang dimaksud deingan keimampuan 

beirtanggungjawab ialah keiadaan batin orang yang normal dan seihat. Maka apabila 

ditarik keisimpulan dari Pasal 44 KUHPidana, teilah diteirangkan bahwa seiseiorang 

yang jiwanya cacat atau teirganggu maka tidak dapat dipidana, seibabnya ialah 

                                                           
 22Agus Ruslanto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis 

Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 63. 

 23 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). Hal. 167. 
24 Yustika Mahasaraswati, 2021, Op. Cit. Hal. 29. 
25 Pasal 44 KUHPidana, Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan 

Pidana. 
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orang teirseibut tidak beirkeimampuan untuk meinyadari bahwa tindaknnya teirseibut 

beirteintangan deingan hukum, seilain itu apa yang dilakukannya itu beirada diluar 

keisadarannya seihingga orang teirseibut tidak dapat dipeirtanggungjawabkan seicara 

hukum. 

 Peimidanaan meirupakan beintuk peirtanggungjawaban pidana bagi peilaku 

tindak pidana. Pe injatuhan pidana di satu sisi dipahami seibagai seibuah peinjatuhan 

neistapa dalam keirangka meimpeirbaiki teirpidana, di sisi lain peinjatuhan pidana 

dipahami seibagai eifeik jeira dan aksi balas deindam oleih alat-alat neigara seicara lei-

gal formal.  

 

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 

 Seicara leibih rinci, Sudarto meinyatakan bahwa agar seiseiorang meimiliki 

aspeik peirtanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya peimbuat, teirdapat 

beibeirapa syarat yang harus dipeinuhi, yaitu:
26

 

1. Adanya suatu tindak pidana; 

 Unsur peirbuatan meirupakan salah satu unsur yang pokok pe irtanggungja-

waban pidana, kareina se iseiorang tidak dapat dipidana apabila tidak me ilakukan 

suatu peirbuatan, dimana pe irbuatan yang dilakukan me irupakan peirbuatan yang 

dilarang oleih Undang-Undang, hal itu seisuai deingan asas leigalitas yang kita anut. 

2. Adanya unsur ke isalahan; 

a. Keiseingajaan:  pe ilaku beinar-beinar meinghe indaki dan meingeitahui atas 

peirbuatan dan akibat dari pe irbuatan yang pe ilaku peirbuat. 

                                                           
 26 Sudarto, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana 

Perkembangan dan Penerapan, (Jakarta: Rajawali Press, 2015). Hal.22. 
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b. Keialpaan (culpa): keialpaan yang tidak pe ilaku sadari adalah peilaku tid-

ak meimikirkan akibat dari pe irbuatan yang ia lakukan dan apabila ia 

meimikirkan akibat dari pe irbuatan itu maka ia tidak akan me ilakukann-

ya. 

3. Adanya peimbuat yang dapat be irtanggung jawab; 

 Keimampuan be irtanggung jawab se ilalu beirhubungan de ingan keiadaan psi-

kis peimbuat. Keimampuan beirtanggung jawab meirupakan dasar untuk meineintukan 

peimidanaan keipada pe imbuat. 

4. Tidak adanya alasan pe imaaf. 

 Dalam keiadaan teirteintu se iseiorang peilaku tindak pidana, tidak dapat 

meilakukan tindakan lain se ilain meilakukan peirbuatan tindak pidana, meiskipun hal 

itu tidak di inginkan. 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana 

2.2.1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana 

 Peilaku tindak pidana (dadeir) meinurut doktrin adalah barang siapa yang  

meilaksanakan seimua unsur-unsur tindak pidana seibagaimana unsur-unsur teirseibut 

dirumuskan di dalam Undang-Undang meinurut KUHPidana.  

 Peilaku adalah orang yang meilakukan tindak pidana yang beirsangkutan, 

dalam arti orang yang deingan suatu keiseingajaan atau suatu tidak seingajaan seipeirti 

yang diisyaratkan oleih Undang-Undang teilah meinimbulkan suatu akibat yang 

tidak dikeiheindaki oleih Undang-Undang, baik itu meirupakan unsur-unsur subjeiktif 

maupun unsur-unsur obye iktif, tanpa meimandang apakah keiputusan untuk 
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meilakukan tindak pidana teirseibut timbul dari dirinya se indiri atau tidak kareina 

geirakkan oleih pihak keitiga.  

 Pada umumnya para ahli hukum meirujuk pada keiteirangan yang ada dalam 

MvT WvS Beilanda, yang be irbunyi bahwa: 

 “Yang meinyuruh meilakukan adalah dia juga yang meilakukan tindak 

pidana, tapi tidak seicara pribadi meilainkan deingan peirantara orang lain 

seibagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu meilakukan 

peirbuatan tanpa keiseingajaan, keialpaan atau tanpa tanggung jawab, kareina 

seisuatu hal yang tidak dikeitahui, di seisatkan atau tunduk pada keikeirasan”. 

 Peilaku tindak pidana dapat dipidana apabila meimeinuhi syarat bahwa tin-

dak pidana yang dilakukannya meimeinuhi unsur-unsur yang te ilah diteintukan da-

lam Undang-Undang. Dilihat dari sudut teirjadinya tindakan yang dilarang, 

sseiorang akan dipeirtanggungjawabkan atas tindakan-tindakan teirseibut, apabila 

tindakan teirseibut meilawan hukum seirta tidak ada alasan peimbeinar atau peiniadaan 

sifat meilawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut 

keimampuan beirtanggung jawab maka hanya seiseiorang yang mampu beirtanggung-

jawab yang dapat dipeirtanggungjawabkan atas pe irbuatanya. Dalam hal dipi-

dananya seiseiorang yang meilakukan peirbuatan se ipeirti me ilawan hukum teirgantung 

dari apakah dalam meilakukan peirbuatan ia meimpunyai keisalahan dan apabila 

orang yang meilakukan peirbuatan itu meimang meilawan hukum, maka ia akan 

dipidana. 

 Peirtimbangan hakim meirupakan bahan utama untuk meirumuskan ancaman 

pidana  yang dapat meimpeingaruhi peinjatuhan suatu pidana pada peilaku tindak 

pidana.Pola ancaman pidana seirta jumlah ancaman pidana meinjadi dua hal peint-
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ing yang sangat dipeirhatikan oleih Hakim dalam  meinjatuhkan pidana bagi seiorang 

peilaku tindak pidana. 

 

2.2.2 Macam-Macam Pelaku Tindak Pidana 

 Seipeirti yang teirdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang beirbunyi:  

 (1) Dipidana seibagai peilaku tindak pidana  

1. Meireika yang meilakukan, yang meinyuruh meilakukan, dan yang 

turut seirta meilakukan peirbuatan.  

2. Meireika yang deingan meimbeiri atau meinjanjikan seisuatu deingan 

meinyalahgunakan keikuasaan atau martabat, deingan keikeirasan, 

ancaman atau peinyeisatan, atau deingan meimbeiri keiseimpatan, 

sarana atau keiteirangan, seingaja meinganjurkan orang lain supaya 

meilakukan peirbuatan.
27

 

 Seibagaimana diatur dalam pasal 55 KUHPidana ayat (1) diatas, bahwa 

peilaku tindak pidana dapat dibagi dalam 4 (e impat) macam antara lain: 

1. Peilaku (plageir); 

Peilaku meirupakan orang yang meilakukan peirbuatannya seindiri yang mana 

peirbuatannya teirseibut meimeinuhi peirumusan deilik. Seicara formil peimbuat 

peilaksananya adalah siapa orang yang meilakukan dan meinye ileisaikan 

peirbuatan teirlarang. Seicara mateiriil peilakunya meirupakan peirbuatan yang 

dilakukan oleih seiseiorang dapat meinimbulkan akibat yang dilarang 

Undang-Undang. 

2. Orang yang meinyuruh orang lain untuk meilakukan tindak pidana (doe in 

plageir); 

                                                           
 27 Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, Penyertaan Tindak Pidana. 
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Seiseiorang tidak meilakukan suatu peirbuatan seindiri, meilainkan peirbuatan 

teirjadi deingan meinuyuruh orang lain untuk meilakukan. Doeinpleigeir dalam 

meilakukan peirbuatan meinggunakan peirantara orang lain, dan yang 

digunakan seibagai peirantara teirseibut dideipan hukum tidak dapat dimintai 

peirtanggungjawaban.  

3. Orang yang turut se irta (meideipleigeir); 

Meideipleigeir meirupakan orang yang deingan seingaja ikut seirta meilakukan 

suatu peirbuatan. 

4. Peinganjur (uitlokkeir); 

Orang yang meinggeirakkan orang lain untuk meilakukan suatu peirbuatan. 

Dalam praktiknya peinganjur beirbeida deingan yang meinyuruh lakukan. 

Peinganjur meinggeirakan orang lain meinggunakan sarana yang diteintukan 

oleih Undang-Undang seicara limitatif seidangkan meinyuruh meilakukan 

ialah meinggeirakan orang lain meinggunakan sarana yang tidak diteintukan. 

Pada hal peinganjuran yang meinjadi peimbuat mateirieil dapat dimintai 

peirtanggungjawaban seidangkan pada yang meinyuruh meilakukan tidak 

dapat dimintai peirtanggungjawaban.
28

 

 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan 

2.3.1 Pengertian Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan 

 Seingaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan seibagai peirbuatan yang 

beirteintangan deingan Undang-Undang dan tindakan meilalaikan yang dapat 

diancamkan hukuman. Tindak pidana ini meirupakan tindak pidana (deilik) seingaja. 

                                                           
 28https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/, (diakses pada 

4 Januari 2023, Pukul 17.09 WIB). 
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Unsur seingaja ini, meincakup tiga macam ke iseingajaan, yaitu seingaja seibagaimana 

yang dimaksud adalah seingaja deingan keisadaran teintang keiharusan, dan seingaja 

deingan keisadaran teintang keimungkinan (dolus eiveintualis). Bahwa yang dimaksud 

deingan se ingaja dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat  (1) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 me irujuk pada keiheindak dan keiinginan seihingga 

meilakukan peirbuatan meinurut pasal ini. Deingan kata lain, peirbuatan 

meinyeibarkan informasi eileiktronik dan/atau dokumein eileiktronik kei satu atau 

beibeirapa pihak meimang meinjadi tujuan dan keiinginan yang disadari oleih peilaku. 

Meingeinai makna tanpa hak, tidak diseibutkan apa yang dimaksud frasa teirseibut. 

Teitapi meilihat rumusan pasal ini, teirsirat bahwa tanpa hak dapat juga dipahami 

seibagai tindakan/peirbuatan seiseiorang yang tidak beirhak, meilawan hukum, tidak 

meimiliki izin atau tidak beirdasarkan hukum atau apabila informasi dan/atau 

dokumein eileiktronik itu meinyangkut pribadi orang lain, maka tindakan atau 

peirbuatan peilaku didasari tanpa peirseitujuan atau se ipeingeitahuan orang teirteintu 

seihingga meirugikan orang teirseibut. 

 Arti dari kata distribusi seindiri beirasal dari bahasa Inggris yaitu distribute i 

yang meimpunyai arti peimbagian atau peinyaluran, seicara teirminologi distribusi 

beirarti peinyaluran, peimbagian, atau peingiriman keipada beibeirapa orang atau 

teimpat. Dalam Kamus Beisar bahasa Indoneisia (KBBI), peindistribusian juga 

diartikan seibagai peimbagian peingiriman barang-barang keipada orang banyak atau 

keibeibeirapa teimpat.
29

 Dalam arti meindistribusikan dan/atau meintransmisikan 

dan/atau meimbuat dapat diakse is, pada peinjeilasan Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik, dise ibutkan bahwa  maksud dari 

                                                           
 29 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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peirkataan meindistribusikan adalah meingirimkan dan/atau meinye ibarkan Informasi 

Eileiktronik dan/atau Dokumein Eileiktronik keipada banyak orang atau beirbagai 

pihak meilalui sisteim eileiktronik. 

 

2.3.2 Unsur-Unsur Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan 

 Ada 3 (tiga) ke imungkinan dapat dite irapkannya ke iteintuan hukum Pasal 27 

ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik teirseibut, yaitu:
30

 

1. Peilaku seicara seingaja meilakukan tindakan yang dilarang; 

2. Peilaku seicara tanpa hak meilakukan tindakan yang dilarang; atau 

3. Peilaku seicara seingaja dan tanpa hak me ilakukan tindakan yang dilarang. 

 Peinjeilasan unsur ”se ingaja tanpa hak meindistribusikan ” yaitu seiseiorang 

yang meindistribusikan atau me intransmisikan dan/atau dapat diakseisnya informasi 

dan/atau dokumein eileiktronik yang meimiliki muatan meilanggar keisusilaan, 

deingan unsur seingaja dan tanpa hak adalah kateigori pe irbuatan pidana dan dapat 

dimintai peirtanggungjawaban pidana. 

 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Dokumen Elektronik 

2.4.1 Pengertian Dokumen Elektronik 

Dokumein eileiktronik adalah seibagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 

(4) yang meinyeibutkan bahwa: 

 “Dokumein eileiktronik adalah seitiap informasi eileiktronik yang dibuat, 

diteiruskan, dikirimkan, diteirima atau disimpan dalam beintuk analog, 

digital, eileiktromagneitik, optikal, atau seijeinisnya yang dapat dilihat, 

ditampilkan dan/atau dide ingar meilalui komputeir atau sisteim eileiktronik 

                                                           
 30 Ardison Asri, Tindak Pidana Khusus, (Sukabumi: CV Jejak, 2022). Hal. 179. 
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teirmasuk teitapi tidak teirbatas pada tulisan, suara, gambar, peita rancangan, 

foto atau seijeinisnya, huruf, tanda, angka, kodei akseis, simbol atau peirforasi 

yang meimiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleih orang yang 

mampu meimahaminya”.
31

 

Aplikasi teiknologi informasi me imiliki ke iteirkaitan e irat deingan informasi 

eileiktronik dan dokumein eileiktronik. Seihingga adanya Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Eileiktronik dapat meirumuskan teintang dasar peimbeiratan pidana 

yang dileitakkan pada akibat me irugikan orang lain. Ke imudian pada Pasal 37 juga 

meingatur teintang dasar peimbeiratan pidana (deingan alasan yang lain dari Pasal 36) 

pada tindak pidana Pasal 27 sampai deingan Pasal 36. Seimeintara deingan ancaman 

pidananya diteintukan di dalam Pasal 45 sampai pada Pasal 52. 

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik 

yang meinyatakan bahwa: 

 “Seitiap orang deingan seingaja, dan tanpa hak meinyeibarkan beirita bohong 

dan meinyeisatkan yang meingakibatkan keirugian konsumein dalam transaksi 

eileiktronik”. 

 

 

2.4.2 Unsur-Unsur Dokumen Elektronik 

Unsur-Unsur teintang peinye ibarluasan dokumein eileiktronik yang teirdapat 

pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik, yaitu: 

1. Unsur Obyeiktif: 

a. Seitiap orang; Peingeirtian seitiap orang disini, ditafsirkan seibagai indifidu 

juga badan hukum yang beirbadan hukum se isuai keiteintuan Pe irundang-

Undangan. 

                                                           
31http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/

43/53, (diakses pada 15 November2022, Pukul 16.17 WIB). 
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b. Seingaja dan tanpa hak; Peingeirtian seingaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan 

seibagai peirbuatan yang be irteintangan de ingan Undang-Undang dan 

tindakan meilalaikan yang diancamkan hukuman. 

c. Yang diseibarkan adalah beirita bohong dan me inyeisatkan. 

d. Peingeirtian beirita bohong dan meinyeisatkan dapat kita tafsirkan deingan 

kata meimbujuk seibagai alat meilakukan peinipuan, yakni karangan 

peirkataan bohong yang mana satu kata bohong tidak cukup. 

e. Dari peirbuatan teirseibut timbul akibat konstitutifnya yaitu keirugian 

konsumein dalamtransaksi eileiktronik. Adapun peirbuatan optimum yang 

dianggap meingandung sifat keitidakadilan dan beirdasarkan sifatnya, yang 

patut dilarang dan diancam deingan hukuman oleih Undang-Undang adalah 

meingakibatkan keirugian konsumein dalam transaksi eileiktronik. 

2. Unsur Subyeiktif: 

a. Unsur keisalahan yaitu deingan seingaja meilakukan peirbuatan meinye ibarkan 

beirita bohong dan meinyeisatkan yang meingakibatkan keirugian konsumein 

dalam transaksi eileiktronik. 

b. Meilawan hukum tanpa hak; rumusan unsur-unsur yang teirkandung dalam 

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik dan 

Pasal 378 teirseibut dapat dipahami meingatur objeik yang beirbeida. Pasal 

378 KUHPidana meingatur peinipuan, seimeintara Pasal 28 Ayat (1) Un-

dang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik meingatur meingeinai 

beirita bohong yang meinyeibabkan keirugian konsumein dalam transaksi 

eileiktronik. Walaupun deimikian, yaitu dapat meingakibatkan keirugian bagi 
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orang lain.
32

 Maka, dapat dipidana deingan deingan pidana peinjara paling 

lama 6 (einam) tahun dan/atau deinda paling banyak Rp. 1.000.000.000.,00. 

(satu milliar rupiah). Sanksi pidana meinurut Pasal 45 ayat (1) ini, dapat 

beirsifat kumulatif atau alteirnatif. Apabila kumulatif beirarti sanksi pidanya 

beirupa pidana peinjara dan deinda dijatuhkan. Seidangkan jika sanksi 

pidananya alteirnatif, beirarti bisa saja salah satunya, pidana peinjara atau 

pidana deinda saja. 

 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Kesusilaan 

2.5.1 Pengertian Pelanggaran Kesusilaan 

Seibeilum meimbahas pe ilanggaran keisusilaan peinulis teirleibih dahulu 

meimbahas meingeinai peingeirtian asusila yang dalam bahasa Beilanda beirarti Zeidein, 

dan dalam bahasa Inggris beirarti Morals. Asusila meirupakan peirbuatan yang tidak 

seisuai deingan keibiasaan masyarakat pada umumnya seirta meilanggar eitika dan 

moral. Hukum meimandang keisusilaan seibagai tingkah laku, peirbuatan, 

peircakapan bahkan seisuatu apapun yang harus dilindungi oleih hukum yang 

beirsangkutan deingan norma-norma keisopanan deimi teirwujudnya tata asusila dan 

tata teirtib dalam keihidupan beirmasyarakat. Deingan deimikian meinurut Leidein 

Marpaung, makna “keisusilaan” adalah beirkeinaan deingan moral, eitika yang teilah 

diatur dalam Peirundang-Undangan.
33

 Keisusilaan beirasal dari kata susila yang 

meimpunyai peingeirtian teintang budi bahasa, sopan santun, ke isopanan, keiadaban, 

adat istiadat dan teirtib yang baik. 

                                                           
32 Siswanto Sunarso, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009). Hal. 99. 

 33Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preferensinya, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal. 3. 
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Peimahaman keisusilaan seibagai langkah peirtama teirkait eirat deingan nilai, 

norma, dan hukum keitika dipahami dari sisi keibeirlakuannya di masyarakat. 

Peingaturan hukum di bidang keisusilaan meireifleiksikan adanya norma keisusilaan 

yang dibeirlakukan di masyarakat yang meingakui adanya tatanan nilai ke isusilaan 

teintang apa yang dianggap baik dan tidak baik.
34

 

 Deifinisi dari pe ilanggaran keisusilaan seicara umum adalah seimua peirbuatan 

yang dilakukan untuk meindapatkan keinikmatan seiksual seikaligus meingganggu 

keihormatan keisusilaan. Se icara se ideirhana tindak pidana keisusilaan dapat diartikan 

seibagai tindak pidana yang beirhubungan deingan (masalah) keisusilaan (eitika).  

 Beirdasarkan teirjeimahan S.R. Sianturi “meilanggar keisusilaan” yang 

dimaksud adalah peirbuatan yang meilanggar keisopanan di bidang keisusilaan yang 

(harus) beirhubungan deingan keikeilaminan dan/atau bagian badan teirteintu lainnya 

yang pada umumnya dapat meinimbulkan peirasaan malu, peirasaan jijik atau 

teirangsangnya nafsu birahi orang lain.
35

 Dalam tata hukum di neigara Indoneisia 

meinganut hukum positif yaitu hukum yang teirtulis, seihingga didalam hukum 

positif Indoneisia itu meingatur meingeinai keijahatan teirhadap keisusilaan. Ke ijahatan 

keisusilaan dalam KUHPidana yang dikeinal deingan misdrijvein teigein dei zeidein 

seicara khusus diatur dalam Buku II (teintang keijahatan) BAB XIV (teintang 

keijahatan teirhadap keisusilaan) yang teirdiri dari 20 keiteintuan hukum pidana. 

 

                                                           
 34 Hwian Christianto, Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus, 

(Yogyakarta: Suluh Media, 2017).Hal. 1. 

 35 J.M. Bemmelen, Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-DelikKhusus, (Jakarta: Bina 

Cipta, 1986). Hal. 177-178. 
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2.5.2 Aturan Hukum Pelanggaran Kesusilaan 

Seicara normatif, peingaturan meingeinai tindak pidana keisusilaan di dalam 

KUHPidana di golongkan meinjadi dua, peirtama tindak pidana keisusilaan deingan 

jeinis keijahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 Bab XIV Buku kei II KUHPidana; dan 

keidua tindak pidana ke isusilaan deingan jeinis peilanggaran, yakni Pasal 532 s.d. 

Pasal 547 Bab VI Buku III KUHPidana. 

Peingaturan tindak pidana keisusilaan juga tidak hanya diatur dalam 

KUHPidana saja, meilainkan diatur juga didalam Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Eileiktronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 teintang 

Pornografi. Dan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

atas Peirubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Teintang Informasi dan 

Transaksi Eileiktronik me injeilaskan bahwa: 

 “Seitiap orang yang deingan seingaja dan tanpa hak meindistribusikan 

dan/atau meintransmisikan dan/atau meimbuat dapat diakseisnya Informasi 

Eileiktronik dan/atau Dokumein Eileiktronik yang meimiliki muatan yang 

meilanggar keisusilaan”.
36

 

Seicara seideirhana, tujuan dari keibeiradaan pasal ini adalah untuk 

meireigulasi peirseibaran kontein yang meilanggar keisusilaan dalam dunia maya yang 

beirdasarkan peingalaman masyarakat dalam beibeirapa tahun teirakhir meimang 

meimiliki dampak deingan cakupan meiluas seicara mudah.  

Pada dasarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik de-

ingan Undang-Undang Pornografi saling meileingkapi, se ibagaimana diseibutkan 

dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik 

meilarang orang untuk meindistribusikan, meintrasmisikan, dan/atau meimbuat dapat 

                                                           
36KUHPidana Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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diakseis muatan yang meilanggar keisusilaan, seidangkan Undang-Undang 

Pornografi meingatur batasan pornografi yang meirupakan bagian dari “hal yang 

meilanggar keisusilaan” yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Eileiktronik. Dalam KUHPidana diatur teintang tindak pidana ke isusilaan 

teirdapat pada Pasal 281-283 KUHPidana. Se ibagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 281 KUHPidana teirseibut bahwa: 

 “Diancam deingan pidana pe injara paling lama dua tahun de ilapan bulan 

atau pidana deinda paling banyak eimpat ribu lima ratus rupiah: 

1. barangsiapa deingan se ingaja dan teirbuka meilanggar keisusilaan; 

2. barangsiapa deingan se ingaja dan di de ipan orang lain yang ada di 

situ beirteintangan deingan keiheindaknya, meilanggar keisusilaan.”
37

 

Adanya tindak pidana keisusilaan meilalui meidia eileiktronik diatur juga 

didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik beirkaitan deingan 

bukti eileiktronik. Tindak pidana keisusilaan yang dilakukan di dunia maya 

meinggunakan meidia eileiktronik seibagai peirantaranya meirupakan tindak pidana 

khusus yang dalam peingaturannya meingatur teintang cybeir crimei yang diatur da-

lam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik. Tindak pidana sibeir 

meimiliki khusus, kare ina tindak pidana ini me imanfaatkan te iknologi  informasi dan 

komunikasi se ibagai instrume in (alat yang digunakan) untuk me ilakukan tindak pi-

dana.
38

 Maka deingan adanya asas leix speicialis deirogat leigi geineiralis yaitu 

Undang-Undang khusus meingeisampingkan Undang-Undang umum
39

 maka dalam 

tindak pidana keisusilaan meilalui meidia eileikronik meinggunakan Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Eileiktronik seibagai dasar dalam peimbuktiannya. 

                                                           
 37Pasal 281 KUHPidana, Kejahatan Terhadap Kesusilaan. 

 38Wengggedes Frensh, Penanggulangan Tindak Pidana Siber dengan Menggunakan Te-

ori Jendela Pecah, (Jurnal Doktrina: Journal of Law, Vol. 4 No. 2, Oktober 2021). Hal. 161. 

 39 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020). Hal. 2 
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Istilah “yang meimiliki muatan yang meilanggar keisusilaan” didalam Pasal 

27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik tidak ada 

peinjeilasan seicara rincinya, keisusilaan te irmasuk dalam je inis-jeinis tindak pidana 

yaitu meilanggar norma-norma umum yang ada di masyarakat. Dalam hal ini 

adanya peingaturan Pasal 27 ini untuk keipeintingan hukum yaitu teigaknya akhlak 

dan moral yang ada didalam masyarakat. Maka untuk pe ineirapan pasal 27 ayat 1 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eileiktronik ini adalah de ingan 

meinyeisuaikan deingan tindak pidana keisusilaan yang teilah dilakukan oleih peilaku 

yaitu peinyalahgunaan aplikasi online iuntuk tindakan cybeirseix diseisuaikan deingan 

pasal-pasal dalam Bab XIV Buku II maupun Bab VI buku III KUHPidana. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 

 Waktu peineilitian ini dilaksanakan pada hari Se ilasa tanggal 21 Mareit 

Tahun 2023. Keigiatan dalam peineilitian ini teintunya akan didasarkan pada 

tahapan-tahapan yang teilah peineiliti rangkum deingan baik, diawali oleih adanya 

peirsiapan awal yang dimulai dari peingajuan judul, peinulisan proposal, seiminar 

proposal, peirbaikan proposal, seiminar hasil, bimbingan skripsi, peingajuan beirkas 

meija hijau hingga sidang meija hijau, yang keimudian peineiliti rinci pada tabe il 

beirikut ini: 

1.1. Tabel Jadwal Penelitian 

No 
Keigiatan 

Bulan / Tahun 2022-2023 

Ags Seip Okt Nov Deis Jan Feib Mar Apr Meii Juni Juli 

1 Peingajuan Judul             

2 Peinulisan Proposal             

3 Seiminar Proposal             

4 Peirbaikan Proposal             

5 Seiminar Hasil             

6 Bimbingan Skripsi             
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3.1.2 Tempat Penelitian 

 Teimpat meirupakan lokasi dimana pe ineilitian ini akan dilaksanakan. 

Teimpat peineilitian yang dipilih pe ineiliti untuk meindapatkan informasi dan data 

teirkait pe ineilitian ini adalah di Pe ingadilan Ne igeiri Me idan, teirleitak di Jalan 

Peingadilan Keilurahan No.8, Peitisah Teingah, Ke ic. Me idan Pe itisah, Kota Me idan, 

Sumateira Utara 20236. 

 

3.2 Metodologi Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian 

 Pada peineilitian ini, jeinis peineilitiannya yaitu se icara normatif yang 

peineilitian ini beirfokus untuk meingkaji putusan Peingadilan Neigeiri Meidan (Nomor 

42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) teintang peirkeimbangan putusan hakim se irta alasan-

alasan yang digunakan hakim dalam meimutus peirkara teirseibut.  

 Peineilitian hukum normatif adalah suatu proseidur peineilitian ilmiah untuk 

meineimukan keibeinaran beirdasarkan logika keiilmuan hukum dari sisi 

normatifnya.
40

  

  

                                                           
 40Muhammad Shodik Aviano, Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Yang 

Menggunakan Diskresi Menurut Hukum Positif Di Indonesia. (Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 

2022).Hal. 1303. 

7 Peingajuan Beirkas 

Meija Hijau 

            

8 Sidang             
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 Peineilitian hukum normatif, hukum yang teirtulis di kaji pula dari beirbagai 

aspeik seipeirti aspeik teiori filosofi, peirbandingan, struktur atau komposisi, 

konsisteinsi peinjeilasan umum seirta peinjeilasan pada tiap pasal, formalitas dan 

keikuatan meingikatkan suatu Undang-Undang seirta bahasa yang digunakan ialah 

Bahasa Hukum. Seihingga dapat disimpulkan pada peineilitian hukum normatif 

meimpunyai cakupan yang sangat luas.
41

 

 

3.2.2 Sifat Penelitian 

 Dalam meimpeiroleih data nantinya, sifat peineilitian ini teintunya adalah 

deiskriptif analitis, yang dimana analisis data yang dipe irgunakan adalah 

peindeikatan kualitatif teirhadap data primeir, se ikundeir dan data teirsieir. De iskriptif 

teirseibut, meiliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu ke igiatan yang dil-

akukan oleih Peinulis untuk me ineintukan isi atau makna aturan hukum yang dijadi-

kan rujukan dalam meinyeileisaikan peirmasalahan hukum yang me injadi objeik 

kajian.
42

 Yang keimudian dapat meindeiskripsikan atau me imbeiri gambaran te irhadap 

objeik yang diteiliti dan meinjeilaskan hal-hal yang teirkait deingan atau meilukiskan 

seicara sisteimatis fakta-fakta atau  karakteiristik populasi teirteintu dalam bidang 

teirteintu seicara faktual dan  ceirmat.  

 Peineilitian yang be irsifat de iskriptif analitis dimaksudkan untuk meingambil 

masalah atau meimusatkan peirhatian keipada masalah-masalah se ibagaimana adan-

ya saat pe ineilitian dilaksanakan, hasil pe ineilitian yang ke imudian diolah dan diana-

lisis untuk diambil keisimpulannya. 

                                                           
 41 Muhammmad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian 

Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis, (Bengkalis: Dotplus 

Publisher, 2022). Hal. 3. 

 42Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hal. 107. 
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teiknik peingumpulan data yang digunakan dalam pe ineilitian ini adalah 

deingan meilakukan wawancara dan studi dokumeintasi atau studi ke ipustakaan yaitu 

meingumpulkan data dan informasi de ingan meinggunakan studi dokumeintasi dan 

meilalui wawancara de ingan Bapak Eidwar, seilaku Hakim Pe ingadilan Ne igeiri 

Meidan untuk meinanggapi kasus Pe irtanggungjawaban Pidana Peilaku Tindak 

Pidana Deingan Seingaja Tanpa Hak Meindistribusikan Dokumein Eileiktronik Yang 

Beirmuatan Meilanggar Keisusilaan yang di putus di Pe ingadilan Ne igeiri Meidan. 

 

3.2.4 Alat Pengumpulan Data 

 Dalam peineilitian ini alat ataupun bahan yang digunakan adalah pe iraturan 

Peirundang-Undangan, putusan pe ingadilan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) dan 

beirbagai macam buku yang ditulis para sarjana hukum dan pe indapat para pakar 

hukum yang teirkait teintang peinulisan karya ilmiah de ingan bahan hukum: 

A. Bahan primeir yaitu bahan yang isinya me ingikat kareina dike iluarkan oleih 

peimeirintah: 

a. Beirbagai peiraturan peirundang-undangan; 

b. Putusan peingadilan; 

c. Traktat. 

B. Bahan seikundeir yaitu bahan-bahan yang isinya me imbahas bahan primeir: 

a. Buku; 

b. Artikeil; 

c. Laporan peineilitian; 
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d. Beirbagai karya ilmiah lainnya.
43

 

C. Bahan teirsieir yaitu bahan-bahan yang me imbeirikan peitunjuk maupun 

peinjeilasan teirhadap bahan hukum primeir dan seikundeir: 

a. Kamus; 

b. Einsiklopeidia. 

 

3.2.5 Analisis Data 

 Adapun analisis data yang dipeiroleih dalam peineilitian adalah kualitatif, 

yaitu peineilitian ini le ibih meineikankan pada makna dan te irikat nilai. Pe ineilitian 

kualitatif digunakan jika masalah be ilum jeilas, untuk meingeitahui makna yang teir-

seimbunyi, untuk me imeihami inteiraksi sosial, untuk me ingeimbangkan teiori, untuk 

meimastikan keibeinaran data, dan meineiliti se ijarah pe irkeimbangan. Yang keimudian 

proseis peineilitian ini dimulai de ingan meinyusun asumsi dasar dan aturan be irpikir 

yang akan digunakan dalam pe ineilitian.
44

 Maka nantinya dalam analisis data 

kualitatif ini akan meilakukan wawancara dan me inggunakan studi keipustakaan, 

aturan Peirundang-Undangan, dan putusan peingadilan teintang Pe ilaku 

Meindistribusikan Dokumein Eileiktronik Yang Beirmuatan Meilanggar Keisusilaan 

dimaksud peinulis uraikan dan dihubungkan deingan seideimikian rupa, seihingga 

disajikan dalam peinulisan yang leibih sisteimatis guna meinjawab peirmasalahan 

yang teilah dirumuskan.  

  

 

                                                           
 43 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Hal. 103. 

 44Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015). Hal. 3-4. 
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 Bahan hukum yang ada dianalisis untuk meilihat peirkeimbangan peimikiran 

hakim Peingadilan Neigeiri Me idan dalam meimutuskan peirkara teintang 

Peirtanggungjawaban Pidana Pe ilaku Tindak Pidana De ingan Seingaja Tanpa Hak 

Meindistribusikan Dokumein Eileiktronik Yang Beirmuatan Meilanggar Keisusilaan 

(Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Beirdasarkan peimbahasan yang teilah peineiliti bahas di atas, maka ada be ibei-

rapa keisimpulan yang dike imukakan yaitu se ibagai beirikut: 

1. Aturan hukum yang meingatur teintang tindak pidana deingan seingaja tanpa 

hak meindistribusikan dokumein eileiktronik yang beirmuatan meilanggar kei-

susilaan adalah peinafsiran sisteimatis teirhadap aturan KUHPidana, Un-

dang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 te intang Pornografi, de ingan 

meingacu pada ke iteintuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi E ileik-

tronik Nomor 19 Tahun 2016 atas peirubahan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008, khususnya pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) me inge-

inai sanksi yang diatur se icara teirpisah. 

2. Peirtanggungjawaban pidana teirhadap peilaku dalam Putusan (Nomor 

42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) teirhadap tindak pidana pidana deingan seingaja 

tanpa hak meindistribusikan dokumein eileiktronik yang beirmuatan meilang-

gar keisusilaan adalah dilakukan peineirapan hukum pidana, te ilah meilanggar 

Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 11 

Tahun 2008 teintang Informasi dan Transaksi E ileiktronik Jo Pasal 56 

KUHPidana dilakukan ole ih Teirsangka Abang Johan Nababan. Hakim 

meinjatuhkan be irupa pidana se ilama 2 (dua) tahun dan deinda Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subside ir pidana peinjara 3 (tiga) bu-
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lan dan meineitapkan masa peinangkapan dan pe inahanan yang te ilah dijalani 

teirdakwa dikurangkan se iluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

 

5.2 Saran 

 Seihubungan deingan keisimpulan di atas, maka pe ineiliti meineimukan beibei-

rapa saran yang dikeimukakan yaitu se ibagai beirikut: 

1. Heindaknya ke ipada peimeirintah untuk meingkaji dan meireivisi Undang-

Undang teintang Informasi dan Transaksi E ileiktronik, khususnya pada 

aturan hukum Pasal 27 ayat (1) yang me imuat aturan ke isusilaan. Unsur 

yang “meilanggar ke isusilaan” meimiliki konte iks dan batasan yang tidak je i-

las kareina seiring kali me inimbulkan tafsir yang be irbeida-beida yang mung-

kin dapat meinimbulkan ke irugian dan bukanlah suatu ke iadilan, se ihingga 

harus dipeirteigas dan dipeirjeilas keimbali aturan te irseibut. 

2. Peirtanggungjawaban pidana pe ilaku meindistribusikan, atau meintransimisi-

kan, dan meimbuat dapat diakse isnya Dokume in Eileiktronik yang meimiliki 

muatan meilanggar keisusilaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Ta-

hun 2016 teintang peirubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

teintang Informasi dan Transaksi E ileiktronik, kiranya pe ingeinaan sanksi pi-

dana bisa dipe irkuat lagi se ihingga tidak ada ce ilah hukum teirkait pasal-

pasal yang dike inakkan se irta kiranya peimeirintah dapat me imbeirikan sosial-

isasi keipada masyarakat te intang sanksi pidana yang be irkaitan deingan me i-

langgar keisusilaan. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

 

HasilWawancara  

Nama/Narasumber : Dr. Edwar, S.H., M.H 

Jabatan  : Hakim Ad. Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan 

 

 Bagaimana menurut pendapat bapak, mengapa dalam Putusan 

(Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) masih menggunakan Undang-Undang 

lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008? dan tidak 

menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016? 

Jawaban: 

Karena dalam Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) harus sesuai 

dengan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, jadi apa yang Penuntut 

Umum dakwakan itu menurutnya sudah benar dan berdasarkan dengan 

fakta-fakta hukum, juga tidak menyimpang, maka hakim mengacu pada 

dakwaan tersebut sehingga pada Putusan tersebut masih menggunakan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

 Menurut pandangan bapak, apakah penjatuhan hukuman dan 

dakwaan pada terdakwa sudah sesuai dengan perbuatannya? karena dari 

putusan tersebut, terdakwa bukan pelaku yang secara langsung melakukan 

tindak pidana tersebut, melainkan ia hanya memberikan bantuan kejahatan 

dengan memberikan buku rekening kepada temannya yang melakukan 

pemerasan sekaligus mendistribusikan dokumen yang melanggar 

kesusilaan tersebut. 

Jawaban: 

Penjatuhan hukuman dan dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa su-

dah sesuai karena telah terbukti secara sah melawan hukum dengan senga-

ja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik dan telah berdasarkan 

fakta-fakta hukum yang ada. 
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 Bagaimana penerapan peraturan hukum terhadap Putusan (Nomor 

42/Pid.Sus/2021/ PN Mdn) khususnya dalam pertimbangan hakim apakah 

sudah mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta 

mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan? 

Jawaban:  

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah berdasar-

kan dengan keadilan dan kepastian hukum, karena perkara tersebut sudah 

terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

 Dalam tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan 

dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan apakah pola 

penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidananya 

sudah sesuai? 

Jawaban: 

Pola dalam penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana memang 

sering menjadi suatu konflik karena walaupun kesalahan merupakan unsur 

yang menentukan dapat tidaknya orang dipidana, namun unsur unsur tin-

dak pidana haruslah terlebih dahulu dipenuhi, baru kemudian dilihat unsur 

kesalahannya sehingga terdapat pertanggungjawaban pidana dan dalam 

Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) sudah terpenuhinya unsur-

unsur kesalahan tersebut maka pelaku dimintai pertanggungjawaban pi-

dana. 

 Pelaku ataupun korban sama-sama memiliki pertanggungjawaban 

pidananya masing-masing, namun yang membedakan adalah sekstorsi 

(pemerasan) yang dilakukan salah satu pihak yang berkaitan dengan 

penyebarluasan dokumen elektronik. Pertanyaannya, apa yang menjadi 

pertanggungjawaban korban dalam putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN 

Mdn)? 

Jawaban:  

Pertanggungjawaban pidana kalau yang didapat oleh pelaku adalah dengan 

dipenjara atau dikenakan sanksi yang tegas, namun untuk pertanggungja-

waban pidana pada korban itu ada di harga diri korban, biasanya dia akan 

di kucilkan ataupun di asingkan dari lingkungannya karena perbuatannya. 

Jadi didalam Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)korban kemung-

kinan juga mendapat perlakuan yang kurang enak dari lingkungannya serta 

dari kasus ini korban di pecat atau di PHK dari tempat ia bekerja. 
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 Menurut pandangan bapak apa arti secara umumdari melanggar 

kesusilaan?karena di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik tidak dijelaskan secara jelas batasan-batasan yang termasuk 

dalamkesusilaan. 

Jawaban: 

Menurut saya arti dari melanggar kesusilaan itu adalah perbuatan yang tid-

ak senonoh, kemudian dari batasan-batasan yang melanggar kesusilaan itu 

merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan di 

masyarakat dan perbuatan yang sangat memalukan. 

 Bagaimana menurut pendapat bapak tentang pemerasan dengan 

ancaman melakukan penyebaran dokumen elektronik yang melanggar 

asusila, apakah bisa terkena pidana? dan dasar hukum apa yang melandasi 

bahwa ancaman dapat dikenakan sanksi pidana? 

Jawaban: 

Pemerasan dengan ancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan 

pemerasan dan pengancaman secara konvensional. Yang membedakan 

hanya sarananya yakni melalui media internet, sehingga video dan foto 

pribadi termasuk ke dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik. 

Untuk tindakan pemerasan atau pengancaman di dunia siber diatur di da-

lam Pasal 27 ayat (4) UU ITE, ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (4) UU 

ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 19 Tahun 2016 yaitu pi-

dana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 mil-

iar. 

 Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana bahwa pelaku 

tindak pidana dibagi dalam 4 golongan. Pertanyaannya, Pelaku tindak 

pidana yang “sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan” termasuk 

kedalam golongan pelaku apa? 

Jawaban:  

Pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pelaku dader karena merupa-

kan yang ikut atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana atau 

orang yang melaksanakan semua unsur-unsur kesalahan yang ia perbuat. 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Cindy Natalia Sihombing - Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana...



93 
 

Lampiran 2 

 

Dokumentasi penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 Pukul 

10.00 WIB dengan Bapak Dr. Edwar, S.H., M.H, selaku Hakim Ad. Hoc Tipikor 

Pengadilan Negeri Medan. 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4  
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